
KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 68(PP.o4.2-Kpt/ s2L8 /Kab /wU 2o2o

PENGGANTIANANTAR*AKTU#;;IflXEMUTAKHIRANDATAPEMILIH

DI KECAMATAN PARIGI I(ABUPATEN PANGANDARAN

DAI,AM PEI{YELENGGABAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputtrsan Komisi pemilihan umum
Kabupaten Paqga$daran Nqmqr OQ,Llp_p,e4,2-
Kpt/ 3218 /Kab /vlrl2o2o tentang pengangkatan petugas

Pem-utekhiran Data pem-ilih di Keqauatan pans
Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pangandaran Tahun
2o2o, sdri. Melani adalah petugas pemutakhiran Data
Pemilih di rPS I Desa Karangbenda Kecamatan parigi, dan
sdri. Nela Astuti adarah petugas pemutakhiran Data
Pemilih di rPs 4 Desa Karangialadri Kecamatan pdgr;

b. bahwa sdri. Melani dinyatakan berhalangan tetap karena
mengundurkan diri sebagai petugas pemutakhiran Data
Pemilih di rPs I Desa Karangbenda Kecamatan parigr

pada tanggal 13 Juli 2O2O, dan Sdri. Nela Astuti
dinyatakan berhalangan tetap karena mengund.urkan diri
sebagai Petugas Pemutakhiran Data pemilih di rps 4 Desa

Karangialadri Kecamatan paris pada tanggal l3 Juli 2o2D;

c. bahwa . .

m

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/



Mengingat

-2-

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

KabupatenlKota, Pembenhrkan dan Tata Ke{a Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemffian Umum Nomor 13

Tahun 2Ol7 tentang Pembahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang Penggantian Antarwaktu Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan parig

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraa.n

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020;

1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OlZ tentang

Pqmbentukan Kabupaten Pangandaran di provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OL2

Nomor 23Q, Tambahan Lembaran Negara ReBublik

Indonesia Nomor 5a9a\
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentarrg Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang=Undang Nomor 1

Tahun 2Q14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang=Undang (Lembaran Negara

ReBublik Indonesia Tahun 2015 Nsmor 23, Tarrrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun
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Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65121;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ot7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum ProvinsilKomisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan S'uara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2075 Nomor 818) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tatrun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aqeh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan KabupatenlKota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1z+98);

4

5. Peraturan. .

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/



4

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tatrun 2Ol7

tentang Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7

Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tatrun 2Ol9 tentang

Perubatran atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Talrun 2Ol7 tentang Pemutakhiran Data dan

Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tatrun 2Ot9 Nomor 1676l,;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tatrun 2Ol9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 9O5) sebagaimana telatr beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Pembahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupatr dan Wakil Bupati, dan/atau Wah Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Benqana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COWDlgl
(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2O2O Nomor

7t6l;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66|PP.O6.+-

Kpt/B/WA lll2o2o tentang Pedoman Teknis

Pembentukan
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Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor t69lPP.O4.2-

Kpt/O3/KPU lllll2O2O tentang Pembahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.O6.4-

Kpt/O31KPU lll/2o2o tentang Pedoman Teknis

Pembenhrkan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wati Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258|PL.O2-

Kpt/Ol ll{PV lVIl2O2O tentang Penetapan Pelalcsanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kpt/ 3218/Kab/VI / 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran tanjutan Tahun 2O2O;

I l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 60, 1/PP. Q4,2-

Kptl 3218/Kab/VIl I 2O2O tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Parigr

Kabupaten Pangandaran dalam PenyelenggaraErn

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2Q2Q;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN

Menetapkan

PARIGI . . .
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PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN DALAM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Memberhentikan dengan hormat:

l. Sdri. Melani sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

TPS 1 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi; dart

2. Sdr. Nela Astuti sebagai Pehrgas Pemutakhiran Data

Pemilih di TPS 4 Desa Karangialadri Kecamatan Parigl,

disertai ucapan terima kasih atas perken€rnnya menjadi bagian

dari Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O.

Mengangkat Pengganti Antarwakhr Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih di Kecamatan Parigt Kabupaten Pangandaran

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tatrun 2O2O sebagai berilmt:

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Dikhrm KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat

Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih

dengan berpedoman pada ketentuan perahrran perundang-

undangan.

$egala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan WaHl Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O,

Masa ke{a Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan,

terhitung sejak tanggal 15 Juli 2O2O sampai dengan 13 Agustus

2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DESA NAMA

JENIS

KELAMIN

(L/P)

TPS

KARANGBENDA LILIS MULYANI P 1

KARANGJAI.ADRI SITI FATIMAH P 4

KEENAM

Ditetapkan . . .
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sub Hukum,

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juli 2O2O

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

MUHTADIN

+
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